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PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN
PAJA < BUMI DAN BANGUNAN SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN / BANTUAN
DAN PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA DAN PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN
DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat
| dan Daerah Tingkat Il serta Pemberian Sumbangan / Bantuan
dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
kepada Pemerintah Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan
Kelurahan telah ditetapkan Peraturan Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penyisihan
Penerimaan Pajak Bum: Dan Bangunan Serta Pemberian
Sumbangan / Bantuan Dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak
Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan di Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Dan Peraturan Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengelolaan
Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus |Ibukota Jakarta;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri
Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas yang menjadi dasar
ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 5 Tahun 1994 dan Peraturan Daerah Daerah
Khusus |Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1994, telah dicabut;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b serta dengan telah diaturnya pengelolaar
keuangan Kelurahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka periu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1994
Tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan
Serta Pemberian Sumbangan / Bantuan Dan Pemberian
Sebagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada
Pemerintah Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan
Peraturan Daerah Daerah Khusus |bukota Jakarta Nomor 6
Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan di
Daerah Khusus |Ibukota Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara
Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3878);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2001 Nomor 66 );



Mempnerhatikan :

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta
Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 92).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri,
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS [IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG PENYISIHAN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SERTA
PEMBERIAN SUMBANGAN/BANTUAN DAN PEMBERIAN
SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
PEMERINTAH KELURAHAN DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA DAN PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN DI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal 1

Peraturan Daerah di bawah ini :

a. Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 5
Tahun 1994 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan
Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada Pemerintah Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ( Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 34 Tahun 1995 Seri A Nomor 2 Tanggal 20 Februari
1995 );



b. Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 6
Tahun 1994 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan di
Daerah Khusus Ibukota Jakarta ( Lembaran Daerah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 1995 Seri D Nomor
42 Tanggal 14 Juli 1995 );

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2005

WUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

13 April 2005

SEKRETARIS DAERAH PR VINSI AERAH KHUSUS

IBUKOTA KAR A,

H.RITOLAT MAYA
NIP 14009 57

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2005

NOMOR &6



PENJELASAN
ATAS
FERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN / BANTUAN
DAN PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA DAN PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN
DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

. UMUM

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah di Kelurahan, kepada Pemerintah diberikan bantuan yang berasal
dari penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan serta dari penerimaan

pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun
1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Bagian Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat Il serta Pemberian Sumbangan
/ Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
kepada Pemerintah Kelurahan, ditetapkan Peraturan Daerah Daerah Khusus
lbukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan serta Pemberian Sumbangan / Bantuan dan Pemberian
Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan
Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dengan berdasarkan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan
Kelurahan, ditetapkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.



Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri
Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat | dan Daerah
Tingkat Il serta Pemberian Sumbangan / Bantuan dan Pemberian Sebagian
dasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

Keuangan Kelurahan, dicabut.

Jleh karena dasar hukum ditetapkannya Peraturan Daerah telah dicabut
maka kedua Peraturan Daerah tersebut harus dicabut yang pencabutannya

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal1 . Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
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